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ABSTRAK 
 
FITHRI PERMATASARI (B 111 13 527), Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak 
Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Oleh Anak secara bersama-
sama (Pts Nomor 278/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mks). Dibawah 
Bimbingan Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. selaku 
Pembimbing I Dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana 
materiil terhadap tindak pidana pencurian disertai kekerasan oleh anak 
secara bersama-sama dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
278/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mks dan pertimbangan-pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak 
pidana pencurian disertai kekerasan secara bersama-sama dalam 
putusan No.278/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mks. Penelitian ini dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara langsung 
dengan pihak yang berkompeten, dalam hal ini hakim yang telah 
menangani perkara pencurian disertai kekerasan oleh anak secara 
bersama-sama, serta mengambil salinan putusan yang terkait dengan 
pemecahan masalah tindak tindak pidana pencurian disertai kekerasan 
oleh anak secara bersama-sama. Peneliti juga melakukan studi 
kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literature dan peraturan 
perundangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan 
dibahas dalam skripsi penulis. 
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ABSTRACT 
 
FITHRI PERMATASARI (B 111 13 527), Faculty of Law, University of 
Hasanuddin, with the title of the thesis "Judicial Review against the 
Crime of Theft Accompanied By Kids Violence together (Pts No. 278 / 
Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Mks). Under the guidance of Prof. Dr. H.M. 
Said Karim, SH, M.H., M.Sc. And as Supervisor I Dr. Amir Ilyas, SH, 
M.H. as Advisor II.  
This study aims to determine the application of material criminal 
sanctions against the crime of theft with violence by children together in 
the Makassar District Court No. 278 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN.Mks and 
considerations of judges in imposing criminal sanctions against children 
who commit violent criminal acts theft together in decision 278 / 
Pid.Sus.Anak / 2016 / PN .Mks. This research was conducted in the 
Makassar District Court to conduct interviews with the competent 
authorities, in this case the judge who has been handling cases of theft 
with violence by a child together, and took a copy of the judgment relating 
to problem solving acts of the crime of theft with violence by children 
together. Researchers also conducted a literature study by way of 
examining the books, literature and laws pertaining to the issues to be 
discussed in the thesis writer. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara kita adalah Negara berkembang yang sedang 
melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok 
untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 
Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran 
bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, 
makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat 
perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. 
Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku 
serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat 
yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang 
berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis 
moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga 
mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hal 
tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan 
meningkatnya pengangguran. 
Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar 
terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat 
kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma 
atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi 
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kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan 
tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang 
melanggar dan tidak melanggar norma hukum. 
Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat 
adalah pencurian. Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat 
memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari 
media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi 
kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena 
kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. 
Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 
367. Untuk Pasal 362 mengatur tentang unsur pokok kapan suatu 
perbuatan dikatakan pencurian, pada Pasal 363 tentang pencurian 
dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 
tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 tentang pencurian dalam 
keluarga.  
Dalam KUHP itu sendiri kejahatan pencurian dibedakan dengan 
berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam pasal 365 
KUHPidana yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan 
kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasaan yang 
dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan 
atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi 
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si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap 
berada di tangan pelaku. 
Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka 
berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang 
sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam 
hal ini yang dilakukan oleh anak. Sebab-sebab yang melatar belakangi 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak adalah 
dari faktor ekonomi keluarga, kurangnya pengawasan orang tua/wali, 
rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya 
kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat. 
Fenomena seperti ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan 
dari kehidupan sehari-hari kita, tetapi sangat disayangkan karena 
banyaknya anggapan bahwa hal tersebut merupakan hal yang lumrah 
sehingga tanpa disadari kita telah membuka peluang bagi berkembangnya 
kejahatan dalam lingkup pergaulan anak. 
Bagi anak yang kurang mendapatkan bimbingan dan pembinaan 
yang baik dari orangtua akan mudah terlibat dalam melakukan tindak 
pidana pencurian apalagi kalau lingkungan tempat dia berada tidak dapat 
menunjang terbentuknya karakter yang baik bagi seorang anak. Hal 
tersebut mendorong kita untuk lebih memerhatikan masalah 
penanggulangan serta penanganan dari tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak. 
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Negara Republik Indonesia juga sudah memiliki beberapa aturan 
hukum yang melindungi hak-hak anak. Contohnya saja Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 , pada tahun 1997 telah ada undang-undang yang 
mengatur mengenai kesejahteraan anak. Ketentuan tentang pengadilan 
anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
mengatur banyak hal khusus. Selain itu, juga melibatkan beberapa 
lembaga/institusi di luar pengadilan, seperti pembimbingan 
kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, pekerja sosial dari 
Departemen Sosial dan pekerja sosial dari Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan. 
Dalam sebuah kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku utama 
di Kota Makasar sebagai berikut: 
Bahwa anak bernama A. Roestan Barqah Putra Yudistira Alias Jey 
bersama Syahrul Ramadhan Alias Rama, Dicky (DPO), Gilang (DPO), 
Abo (DPO), Didi (DPO) pada hari Senin tanggal 26 September 2016 
sekitar pukul 02.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain 
dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Taman Makam Pahlawan 
Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada 
tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar 
mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 
saksi korban atau orang lain yaitu Oldie Putra Akimi, dengan maksud 
untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti 
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dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan 
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam 
hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang 
dilakukan di malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang 
ada rumahnya dijalan umum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang 
atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh anak secara bersama-
sama. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami 
kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dengan hal 
tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman berupa tindakan diserahkan kepada 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros selama 1 
(satu) tahun 3 (tiga) bulan. 
Dalam skripsi ini penulis fokus terhadap tindak pidana pencurian 
dibarengi dengan kekerasan yang di lakukan oleh anak sekaligus alasan 
atau yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul skripsi “Tinjauan 
Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan oleh 
Anak Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan: Nomor 
278/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mks)” 
 
B. Rumusan Masalah  
Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi 
pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang 
akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut  : 
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1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang disertai kekerasan oleh 
anak secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 278/Pid Sus 
Anak/2016/PN. Mks? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian 
disertai kekerasan oleh anak secara bersama-sama dalam 
Putusan Nomor 278/Pid Sus Anak/2016/PN. Mks? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sebagai salah satu karya ilmiah maka peneliti tentunya mempunyai 
tujuan penelitian, yakni:: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Pencurian disertai kekerasan oleh anak 
secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 278/Pid Sus 
Anak/2016/PN. Mks. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian 
disertai kekerasan oleh anak secara bersama-sama dalam 
Putusan Nomor 278/Pid Sus Anak/2016/PN. Mks. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah : 
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- Manfaat Teoritis 
a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk melengkapi 
persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang 
ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
b. Untuk menyumbang pengetahuan dan pikiran dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 
ilmu hukum pada khususnya. 
c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh 
selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin serta memberikan landasan untuk 
penelitian lebih lanjut. 
- Manfaat Praktis 
a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat 
meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis 
dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam 
instansi atau instansi penegak hukum maupun untuk praktisi 
hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri 
ini agar dapat ditegakkan. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan 
memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-
pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana (Strafbaar Feit) 
Strafbaar feit merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di 
antaranya, yaitu: tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa 
pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Dalam praktek, 
para ahli di dalam memberikan defenisi strafbaar feit atau tindak 
pidana berbeda-beda sehingga perkataan tindak pidana 
mempunyai banyak arti. 
Tindak pidana menurut Simons didefenisikan sebagai suatu 
perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana oleh undang-
undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan 
dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu 
betanggung jawab.1 Rumusan tindak pidana yang diberikan Simons 
tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan 
yang lengkap, karena meliputi : 
a. Diancam dengan pidana oleh hukum; 
b. Bertentangan dengan hukum; 
c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld) 
                                                          
1 E.Y. Kanter, S.H., et.al, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Alumni AHM-PTHM, 
Jakarta, hlm. 205. 
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d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas 
perbuatannya.2 
Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana 
dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang 
dapat dihukum”.3 Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van 
Hamel akan meliputi lima unsur, sebagai berikut: 
a. Diancam dengan pidana oleh hukum;  
b. Bertentangan dengan hukum;  
c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld);  
d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas 
perbuatannya;  
e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.  
Vos merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu 
kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi 
pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya 
dilarang dan diancam dengan pidana.4 
Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos, apabila 
dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons maupun 
Van Hamel, maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak 
pidana yang lain, seperti: sifat melawan hukum, dilakukan orang 
dengan kesalahan, dan orang itu mampu dipertanggungjawabkan. 
Bahwa rumusan Vos seperti itu sama saja memberi keterangan 
                                                          
2 Andi Hamzah, 2005 , Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97 
3 Satochid Kartanegara, 1998, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 
hlm. 75. 
4 Andi Hamzah, 2005, Op.cit, Hlm. 97.   
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“een vierkante tafel is vier kant” (meja segi itu adalah empat), 
karena defenisinya tidak menjepit isinya, sedangkan pengertian 
”orang” dan “kesalahan” juga tidak disinggung,5 karena apa yang 
dimaksud strafbaar feit sebagai berikut: 
a.  Pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum 
(schending of kreenking van een rechtsbelang);  
b.  Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (het in 
gavearbrengen van een rechtsbelang).  
Sathochid Kartanegara menjelaskan bahwa kepentingan 
hukum yang dimaksud adalah tiap-tiap kepentingan yang harus 
dijaga agar tidak dilanggar, yaitu terdiri atas tiga jenis, yaitu6:  
a.  Kepentingan perseorangan, yang meliputi jiwa (leveni), 
badan (lijk), kehormatan (eer) dan harta benda 
(vermogen);  
b.  Kepentingan masyarakat, yang meliputi : ketentraman 
dan keamanan (rusten orde); dan  
c.  Kepentingan negara adalah keamanan negara.  
Moeljatno menerjemahkan istilah strafbaar feit sebagai 
“perbuatan pidana” dan menyimpulkan rumusan tindak pidana dari 
Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian sebagai 
berikut:  
                                                          
5 Satochid Kartanegara,1998, Loc.cit. hlm.75   
6 Ibid   
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a. Bahwa feit adalah stafbaar feit berarti handeling, 
kelakuan, atau tingkah laku;  
b. Bahwa pengertian stafbaar feit dihubungkan dengan 
kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.7  
Pengertian tersebut pada butir 1 di atas berbeda dengan 
pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah 
kelakuan ditambah kejadian atau akibat yang ditimbulkan oleh 
kelakuan, dan bukan kelakuan saja. Sehingga beliau berkata 
bahwa strafbaar feit itu sendiri atas handeling (kelakuan) dan 
gevelod (akibat). Sedang pengertian pada butir 2 (dua) juga 
berbeda dengan “perbuatan pidana’”, karena disini tidak 
dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan 
pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang melakukan 
perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada 
sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman 
dengan pidana apabila dilanggar, atau perbuatan pidana 
dipisahkan dengan kesalahan. Hal ini berbeda dengan strafbaar feit 
bahwa situ mencakup dua hal, yaitu perbuatan pidana dan 
kesalahan.  
Bertolak dari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat 
disimpulkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau 
strafbaar feit, yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur 
                                                          
7 Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56   
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tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas 
perbuatannya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 
pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa 
perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang sifatnya pasif 
atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-
undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, 
bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat 
dipertanggungjawabkan karena perbuatannya. Di samping itu, perlu 
diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu 
tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperlihatkan oleh 
penuntut umum dalam surat dakwaannya, rationnya untuk 
kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan tidak tercantumnya 
waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan 
yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu 
tindak pidana yang memberikan sesuatu pengertian kepada kita 
tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh 
undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi 
pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak 
pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki 
semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila 
salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses 
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penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim 
agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, 
seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas 
perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur 
tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal 
undang-undang pidana. 
Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi 
negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan 
hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti: 
kepolisian, kejaksaan maupun penuntut, mengadili maupun 
menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan 
suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif 
(melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif 
(mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan perkataan 
lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila 
perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi 
apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak 
pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda.  
Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu 
tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) 
unsur, sebagai berikut:  
a. Harus ada suatu kelakuan (gedraging);  
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b.  Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang 
(wetterlijke omschrijiving);  
c.  Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan 
hukum);  
d.  Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) 
kepada pelaku;  
e.  Kelakuan itu diancam dengan pidana.8 
Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur 
tersebut diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan 
seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini 
dikutipkan rumus tindak pidana yang dapat dijabarkan Pasal 362 
KUHP, yang berbunyi:  
“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud 
untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena 
pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”  
 
Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 
362 KUHP, sebagai berikut :  
a.  Barangsiapa;  
b.  Mengambil;  
c.  Suatu barang;  
d.  Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain;  
 
                                                          
8 C.S.T. Kancil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 
hlm.290   
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e.  Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan 
melawan hukum.  
Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur 
tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut 
di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 
karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil 
sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah 
tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak 
pidana pencurian. Artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana 
tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang 
berbeda.  
Misalnya ada barang liar di hutan yang tentunya tidak ada 
pemiliknya atau ada sesuatu barang yang pemiliknya telah 
melepaskan hak (res nullius) diambil oleh seseorang, yang 
mengambil tersebut tidak memenuhi unsur keempat, maka tidak 
ada pencurian. Atau seseorang yang mengambil barang tersebut 
hanya memakainya sesaat, sehingga tidak terpenuhi unsur kelima, 
maka ia bukan pencuri.9 Apabila barang yang diambil untuk dimiliki 
dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan 
Pasal 362 KUHP. Tetapi, apabila barang itu dipercayakan 
kepadanya, tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk 
“penggelapan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP.10 
                                                          
9 Leden Marpaung, 2005, Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8-9   
10 R. Sughandi, 1980, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 376.   
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Yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang 
berwujud seperti: uang, baju, perhiasan, dan sebagaimana 
termasuk binatang, dan benda yang tidak terwujud, seperti: aliran 
listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan 
melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian 
pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan 
dengan pemiliknya melawan hukum, dapat pula dikenakan Pasal 
362 KUHP. Misalnya seseorang jejaka mencuri dua tiga helai 
rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk 
dijadikan kenang-kenangan, dapat dikatakan mencuri “mencuri” 
walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang.11 
3. Pembagian Unsur Tindak Pidana 
Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat 
dijatuhi pidana apabila perbuatan itu mencocoki semua unsur 
tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-
undang pidana. Adalah menjadi tuntunan normatif yang harus 
dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena 
melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus 
dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah 
satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat 
dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang 
dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal 
                                                          
11 Ibid. 
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demi hukum. Prakteknya, pandangan normatif tersebut dalam 
perkembangannya mengalami pegeseran, dimana seseorang dapat 
disalahkan melakukan sesuatu tindak pidana yang didasarkan 
kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum 
kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.  
Ditinjau dari sifat unsurnya (bestandelan), pada umumnya 
unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, 
yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:  
a.  Unsur Subjektif  
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari 
dalam diri si pelaku (dader) tindak pidana. Unsur-unsur 
subjektif meliputi: 
1) Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningswatbaa
rheit) 
2)  Kesalahan (schuld) yang terdiri dari :  
(a) Kesengajaan (dolus)  
(b) Kealpaan (culpa)  
b.  Unsur Objektif  
Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar 
diri si pelaku. Lamintang merincikan tiga bentuk unsur 
objektif dari tindak pidana, sebagai berikut: 
1)  Sifat melanggar hukum (wederrechtelijkheid);  
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2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai 
seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan 
menurut Pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai 
pengurus atau komisaris dari suatu perseroan 
terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 
KUHP;  
3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan 
sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan 
sebagai akibat.  
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Sebelum dibicarakan mengenai jenis-jenis delik atau tindak 
pidana, sekedar mengingatkan kembali bahwa tujuan diadakan 
hukum pidana adalah melindungi dan menghindari gangguan atau 
ancaman bahaya terhadap kepentingan hukum, baik kepentingan 
perseorangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara. 
Tiap-tiap perbuatan memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana 
yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-
undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum yang 
dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi 
unsur-unsur delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik 
atau tindak pidana.  
Dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang 
dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, yaitu:  
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a) Delik Kejahatan (Misdrijiven) dan Delik Pelanggaran 
(Overtradingen)  
Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang 
dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan 
dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur 
dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut 
mala per se atau delik hukum, artinya perbuatan itu 
sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum 
dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan 
perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau 
bertentangan dengan keadilan.  
Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu 
barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan 
dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering 
disebut sebagai mala quia prohibia atau delik setelah 
dirumuskan dalam undang-undang. 
b)  Delik Formil (Formeel Delict) dan Delik Meteril (Materieel 
Delict)  
Delik formil (Formeel delict) adalah suatu perbuatan 
pidana yang sudah dikemukakan dan perbuatan itu 
mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang 
bersangkutan. Delik formil ini masyarakat suatu 
perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai 
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dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Atau dengan 
perkataan lain yang dilarang undang-undang 
perbuatannya.  
Delik materil (meterieel delict) dilarang yang 
ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan 
yang dilakukan bukan menjadi soal. Yang dilarang adalah 
timbulnya akibat yang berarti akibat yang ditimbulkan itu 
merupakan unsur delik. Atau dengan perkataan lain yang 
dilarang dalam delik materil adalah akibatnya.  
c) Delik Kesengajaan (Dolus) dan Delik Kealpaan (Culpa)  
Delik dolus adalah suatu delik yang dilakukan karena 
kesengajaan Delik culpa adalah suatu delik yang 
dilakukan karena kelalaian atau kealpaan. 
d) Delik Aduan (Klacht Delicten) dan Delik Umum (Gawone 
Delicten)  
Delik aduan (klacht delicten) adalah suatu delik yang 
dapat dituntut dengan membutuhkan atau 
mengisyaratkan adanya pengaduan dari orang yang 
dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka 
delik itu tidak dapat dituntut. Delik aduan ini dapat 
dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:  
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-  Delik aduan absolute (absolute klachtdelict) adalah 
delik mutlak membutuhkan pengaduan dari orang 
dirugikan untuk penuntutan.  
-  Delik aduan relatif (relative klachtdelict) adalah 
delik yang sebenarnya bukan delik aduan tetapi 
merupakan delik laporan sehingga menjadi delik 
aduan yang umumnya terjadi di lingkungan 
keluarga atau antara orang yang merugikan dan 
orang yang harus diragikan terdapat hubungan 
yang bersifat khusus.  
Delik umum (gewone delicten) adalah suatu delik 
yang dapat dituntut membutuhkan adanya pengaduan. 
e)  Delik Umum (Delicta Communia) dan Delik Khusus 
(Delicta Propia)  
Delik umum (delicta communia) adalah suatu delik 
yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini 
sering disebut gamene delicten atau algamene delicten  
Delik khusus (delicten propria) adalah suatu delik 
yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai 
kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau 
anggota militer.  
f) Delik Commisionis, Ommisionis dan Commisionis Per 
Ommisionem Commissa  
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Delik Commisionis adalah suatu perbuatan yang 
dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang 
dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif 
berarti melakukan delik commisionis.  
Delik Ommisionis adalah suatu perbuatan yang 
diharuskan oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang 
diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak 
berbuat berarti melakukan delik ommisionis.  
Delik commisionis per ommisionem commisa adalah 
delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu 
ataupun tidak berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat 
sesuatu. 
g)  Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut  
Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan 
sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang 
dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai 
dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat.  
Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa 
perbuatan di mana perbuatan satu dengan lainya saling 
berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.  
h) Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran  
Menurut konferensi hukum pidana di Koppenhagen 
1939 yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu 
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kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun 
fungsi-fungsi Negara dan juga hak-hak warga Negara 
yang bersumber dari situ.12 Dalam KUHP delik-delik yang 
dikualifisi sebagai delik politik dapat ditemukan dalam 
pasal-pasal Bab I Buku II. Di samping itu delik-delik politik 
juga diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar 
KUHP, misalnya undang-undang terorisme.  
Menurut sifat dan tujuan dari delik yang dilakukan 
pada umumnya delik politik dibedakan menjadi dua jenis, 
sebagai berikut: 
-  Delik politik murni adalah dilik-delik yang ditujukan 
kepentingan politik.  
-  Delik politik campuran adalah delik-delik yang 
mempunyai sifat setengah politik dan setengah 
umum. Dengan perkataaan lain bahwa delik itu 
merupakan tujuan politik, atau sebaliknya. 
i) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi  
Delik biasa (eenvoudige delicten) adalah semua delik 
yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan 
pemberatan ancaman pidananya.  
Delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk 
khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang 
                                                          
12 Andi Hamzah, 2004, Asas-Asas Hukum Pidan (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 102.   
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dapat memperberatkan atau mengurangi ancaman 
pidananya. 
B. Tinjauan Umum Terhadap Delik Pencurian 
1. Pengertian Delik Pencurian 
Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan 
“pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, 
sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti 
mengambil milik orang lain secara melawan hukum. Orang yang 
mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti 
perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian. 
Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur-unsur yang diatur di 
dalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya 
minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang 
sesungguhnya. 
Di dalam ketentuan KUHP Indonesia, pada Pasal 362 
menyatakan: 
“Barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau 
sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 
banyak sembilan ratus rupiah” 
 
Dari ketentuan di atas, Pasal 362 KUHP merupakan 
pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan 
pencurian dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pasal-
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pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana 
pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan 
pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau 
peringanan. 
2. Unsur-Unsur Delik Pencurian 
Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 
KUHP yang menyatakan sebagai berikut : dari unsur subjektif dan 
unsur objektif. 
“Barangsiapa yang mengambil sesuatu barang, yang sama 
sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, 
dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan 
hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara 
selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-bayaknya 
Rp. 900.”13 
 
Unsur pokok atau unsur tindak pidana pencurian dalam 
bentuk pokok seperti yang diatur pada Pasal 362 KUHP terdiri atas 
unsur-unsur sebagai berikut :  
(a) Barangsiapa,  
(b) Mengambil,  
(c) Sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain,  
(d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.  
Apabila seseorang dapat dinyatakan terbukti telah 
melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih 
                                                          
13 R.Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Poloteia, Bogor, hlm. 249   
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dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana 
pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP14:  
a) Barang Siapa  
Seperti telah diketahui, unsur pertama dari tindak 
pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah hij, 
yang lazim diterjemahkan orang kedalam bahasa 
Indonesia dengan kata Barang siapa, atau terhadap 
siapa saja yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak 
pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, maka karena 
bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian 
tersebut, ia dapat dipidana denda selama-lamanya lima 
tahun atau pidana denda setinggi-tingginya sembilan 
ratus rupiah. 
b) Mengambil  
Unsur yang kedua dari tindak pidana pencurian yang 
diatur dalam Pasal 362 KUHP ialah wagnemen atau 
mengambil. Perlu kita ketahui bahwa baik undang-
undang maupun pembentuk undang-undang tenyata 
tidak pernah memberikan suatau penjelasan tentang 
yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, 
sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata 
                                                          
14 Ibid  
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mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti 
yakni:  
1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu 
semula berda  
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang 
lain.  
Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat 
suatu benda dalam penguasaannya yang nyata, atau 
berada di bawah kekuaasaanya atau didalam detensinya, 
terlepas dari maksud tentang apa yang ia inginkan 
dengan benda tersebut.  
Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda 
tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar 
bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda 
yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain. Di 
dalam doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana 
suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai 
telah terjadi, masing-masing yakni: 
1. Teori Kontrektasi  
Menurut teori ini adanya suatu perbuatan 
mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan 
badanlah, pelaku telah memindahkan benda yang 
bersangkutan dari tempatnya semula.  
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2.  Teori Ablasi  
Teori ini mengatakan, untuk selesainya perbuatan 
mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang 
bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.  
3.  Teori Aprehensi  
Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan 
mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus 
membuat benda yang bersangkutan berada dalam 
penguasaan yang nyata.  
c) Sesuatu barang, selurunya atau sebagian kepunyaan 
orang lain  
Penjelasan barang karena sifatnya tindak pidana 
pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka 
yang diambil harus berharga, dimana harga ini tidak 
selalu bersifat ekonomis. Barang yang diambil dapat 
sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan 
suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si 
pencuri adalah seorang ahli waris yang turut berhak atas 
barang itu. Hanya jika barang itu tidak dimiliki oleh siapa 
pun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak 
ada tindak pidana pencurian.  
Menurut R. Soesilo, memberikan pengertian sesuatu 
barang adalah segala sesuatu yang berwujud termaksud 
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pula Binatang (manusia tidak termaksud), misalnya uang, 
baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang 
masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak 
berwujud, akan tetapi dialiri kawat atau pipa. Barang 
disini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.15 
Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan 
atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal 
ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang 
dicuri tersebut merupakan sebagian lainnya adalah 
kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut dapat 
dituntut dengan Pasal 362 KUHP. Misalnya saja ada dua 
orang membeli sebuah sepeda motor dengan modal 
pembelian secara patungan, kemudian setelah beberapa 
hari kemudian salah seorang diantaranya mengambil 
sepeda motor tersebut dengan maksud dimilikinya sendiri 
dengan tidak seizin dan tanpa sepengetahuan rekannya, 
maka perbuatan orang tersebut sudah dikategorikan 
sebagai perbuatan mencuri.16 
d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum  
Mengenal wujud dari baik Pasal 362 KUHP perihal 
pencurian, maupun dalam Pasal 372 perihal 
penggelapan barang, hal ini tidak sama sekali 
                                                          
15 Ibid 
16 Ibid 
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ditegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan 
dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur 
“melawan hukum” ini penggelapan barang, hal ini tidak 
sama sekali ditegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat 
berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. 
Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna 
perbuatan yang dapat dipidana.17 
Secara umum melawan hukum adalah bertentangan 
dengan hukum, baik itu hukum dalam artian objektif 
maupun hukum dalam artian subjektif dan baik hukum 
tertulis maupun hukum tidak tertulis. Secara melawan 
hukum itu juga dapat terjadi karena perbuatan-perbuatan 
yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara 
menipu, dengan cara memalsukan surat kuasa dan 
sebagainya.18  
Berdasarkan uraian unsur-unsur pencurian diatas, apabila 
dalam suatu perkara tindak pidana pencurian unsur-unsur tersebut 
tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, 
maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan bebas kepada 
terdakwa. Oleh karena itu proses pembuktian dalam persidangan 
perlu kecermatan dan ketelitian khususnya bagi penyidik dan jaksa 
penuntut umum dalam menerapkan unsur-unsur tersebut. 
                                                          
17 Ibid 
18 P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus,Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33   
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Setelah unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP diketahui maka 
untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang 
dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, maka akan 
dilihat makna dari unsur-unsur. Patutnya kiranya dikemukakan, 
bahwa ciri khas pencurian ialah mengambil barang yang 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki 
dengan cara melawan hukum 
3. Pencurian dengan Pemberatan 
Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara 
doktrin disebut sebagai “pencurian yang berkualifikasi”. Wirjono 
menerjemahkan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian 
tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah 
yang tepat untuk digunakan yaitu “pencurian dengan pemberatan” 
sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena 
sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.19 
Menurut Sughandi bahwa yang dimaksud dengan pencurian 
berkualifikasi adalah pencurian yang mempunyai unsur dari 
pencurian dalam bentuk pokok akan tetapi unsur-unsur mana 
ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga hukuman yang 
diancam terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi 
diperberat.20 
                                                          
19 Wirjono, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,Eresco, Bandung. 
20 R. Sugandhi, 1981, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, Hlm. 376.   
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Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang 
berkualifikasi diatur dalam Pasal 363 KUHP. Oleh karena pencurian 
yang berkualifikasi tersebut merupakan pencurian yang dilakukan 
dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang 
bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur 
tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan 
pembuktian pencurian dalam bentuk pokoknya. 
Pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan:  
(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh 
tahun:  
1. Pencurian ternak;  
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, bencana 
banjir, gempa bumi, atau gempa laut gunung meletus, 
kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, 
huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;  
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah 
kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana 
terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang 
ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan 
dengan kehendak yang berhak;  
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama; 
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5. Pencurian yang, untuk masuk ketempat melakukan 
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang 
diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, 
memotong atau memanjat, atau dengan memakai 
anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian 
jabatan palsu.  
(2) Jika pencuri yang diterangkan dalam angka ke 3 disertai 
dengan salah satu hal tersebut dalam angka 4 dan angka 
ke 5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan 
tahun.  
Selanjutnya dibawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam 
Pasal 363 KUHP, namun untuk dapat melihat unsur-unsur yang 
memperberat pencurian tersebut. Berdasarkan rumusan tersebut 
diatas, maka unsur-unsur Pasal 363 KUHP adalah: 
1.  Unsur dalam Pasal 362 KUHP  
2.  Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang 
meliputi:  
a)  Pencuri Ternak (Pasal 363 ayat 1 angka 1 KUHP)  
Dalam pasal ini unsur yang memberatkan ialah 
unsur “Ternak” dalam undang-undang tidak 
memberikan penjelasan tentang apa yang disebut 
“Ternak”, melainkan dalam Pasal 101 KUHP “Ternak” 
diartikan hewan yang berkuku tunggal, hewan 
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pemamah biak, dan babi. Hewan pemamah biak 
misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. 
Sedangkan hewan yang berkuku satu misalnya kuda, 
keledai dan lain sebagainya. Unsur “Ternak“ menjadi 
unsur pemberat kejahatan pencurian, oleh karena 
ternak dari sebagian masyarakat di Indonesia 
dianggap sebagai harta kekayaan paling penting.  
b)  Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi 
kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau 
gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, 
kapal terdampar, kecelakaan kereta api, 
pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang. Pasal 
363 Ayat 1 Angka 2 KUHP untuk berlakunya 
ketentuan Pasal 363 Ayat 1 Angka 2 KUHP ini tidak 
perlu barang yang dicuri barang-barang yang 
disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga 
oleh pemiliknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan 
bahwa antara terjadinya bencana tersebut dengan, 
pencurian yang terjadi harus ada hubungannya. 
Artinya, pencuri tersebut benar-benar 
mempergunakan kesempatan adanya bencana 
tersebut untuk mencuri.  
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c) Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak 
pidana pada pencurian yang diatur pada Pasal 363 
Ayat 1 Angka 3 KUHP ialah karena tindak pidana 
pencurian seperti yang dimaksudkan Pasal 362 KUHP 
telah dilakukan pada malam hari, yakni:  
1.  Di dalam suatu tempat kediaman 
Yang dimaksud dengan Woning yang 
diterjemahkan dengan kata Tempat kediaman 
ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan 
dibangun sebagai tempat kediaman termasuk 
dalam pengertian yakni kereta-kereta atau mobil-
mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta 
kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun 
sebagai tempat kediaman.21 
2.  Diatas sebuah pekarangan tertutup yang 
diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman.  
Yang dimaksud dengan pekarangan tertutup 
adalah pekarangan yang diberi penutup untuk 
membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-
pekarangan yang lain yang terdapat disekitarnya. 
Pekarangan tertutup itu tidak perlu merupakan 
suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya 
                                                          
21 P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus,Sinar Grafika, Jakarta   
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dengan tembok atau kawat berduri, melainkan 
cukup jika pekarangan tersebut ditutup, misalnya 
dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, 
dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan 
mudah dilompati orang, bahkan juga dengan 
galian yang tidak berair. 
3. Dilakukan oleh seseorang yang berada disana 
tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan 
keinginan orang yang berhak. 
Yang dimaksud dengan kata berada disana itu 
ialah yang berada ditempat terjadinya tindak 
pidana, Tentang siapa yang harus dipandang 
sebagai orang yang berhak itu, Hoge Raad 
mengatakan antara lain bahwa setiap pemakai 
suatu tempat kediaman atau halaman tertutup 
dapat merupakan orang yang berhak. Jika 
seorang ibu rumah tangga berada dirumah pada 
waktu suaminya sedang berpergian, maka ibu 
rumah tangga itulah yang merupakan orang yang 
berhak. 
d) Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana 
pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 
KUHP 
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Yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau 
lebih secara bersama-sama itu, ialah yang dilakukan 
dalam bentuk medeplegen atau turut melakukan seperti 
yang dimaksudkan dalam Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 
KUHP. Sekalipun demikian, Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 
ini tidak mensyaratkan adanya kerjasama antara pelaku 
sebelumnya. Pencurian oleh dua orang atau lebih 
sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan 
pencurian ada kerja sama. Jadi tidak perlu ada 
persetujuan sebelumnya dari para pelaku.22 
e) Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana 
pencurian yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 
5 KUHP ialah karena untuk dapat memperoleh jalan 
masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mencapai 
benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah 
melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan, 
atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu, 
atau seragam palsu.23 
1) Unsur “merusak”  
Menurut Kartanegara merusak ialah perbuatan 
pengrusakan terhadap suatu benda. Misalnya 
membuat lubang di dinding, melepaskan jendela 
                                                          
22 R.Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Poloteia, Bogor, Hlm.250   
23 Ibid 
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atau pintu rumah hingga terdapat kerusakan, dan 
lain sebagainya.24 
2) Unsur “memanjat”  
Berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, memanjat 
ialah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi 
bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang 
didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu 
juga menyeberangi selokan atau parit yang 
digunakan sebagai batas penutup. 
3) Unsur “anak kunci palsu”  
Berdasarkan Pasal 100 KUHP, yang menyatakan 
bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala 
alat yang diperuntukkan untuk membuka kunci. 
Meliputi benda-benda seperti kawat, paku, obeng, 
dan lainnya yang digunakan untuk membuka slot 
kunci.  
4) Unsur “Perintah Palsu”  
Menurut beberapa pakar, istilah perintah palsu 
ditafsirkan dengan berbagai batasan: 
 R. Soesilo  
Perintah palsu adalah suatu perintah yang 
kelihatannya seperti surat perintah yang asli 
                                                          
24 Satochid Kartanegara, 1998, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta  
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yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, 
tetapi sebenarnya bukan. 
 Moch. Anwar  
Perintah palsu yaitu suatu perintah yang 
kelihatannya seperti surat perintah asli dan 
seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang 
berwenang membuatnya berdasarkan peraturan 
yang sah. 
5) Unsur “pakaian jabatan palsu”  
Dalam pasal ini yang dimaksud “pakaian palsu” ialah 
baju seragam yang biasanya dipakai oleh seorang 
pejabat tertentu, yang pemakaiannya oleh 
seseorang itu telah membuat dirinya mempunyai 
hak untuk memasuki sebuah bangunan tertentu.25 
Jika karena adanya unsur-unsur yang memberatkan seperti 
yang telah dibicarakan diatas, pidana yang diancamkan bagi 
pelakunya telah diperberat menjadi selama-lamanya tujuh tahun, 
maka dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP lebih memperberat pidana 
yang diancam bagi pelakunya menjadi selama-lamanya Sembilan 
tahun penjara, yakni jika tindak pidana pencurian yang dilakukan 
pada malam hari didalam suatu tempat kediaman atau diatas 
sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat tempat 
                                                          
25 R.Soesio, 1995, Op.cit.Hlm.34   
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kediaman, atau yang dilakukan oleh seseorang yang berada disana 
tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang 
yang itu ternyata:  
a.  Telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
sama.  
b. Telah dilakukan oleh pelaku dengan melakukan 
pembongkaran, perusakan, pemanjatan, atau dengan 
memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam 
palsu dalam usahanya untuk memperoleh jalan masuk 
ketempat kejahatan atau dalam usahanya untuk mencapai 
benda yang hendak diambilnya.26  
 
C. Tinjauan Umum Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan 
1. Pencurian dengan Kekerasan 
Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur 
dalam Pasal 365 KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian ini 
dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan 
pelaku kepada korbannya. Pasal 365 :  
(1) Dengan  hukuman  penjara  maksimum  9  tahun,  dihukum 
pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan 
menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika 
                                                          
26 Ibid. 
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tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi 
dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan 
kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri 
itu tetap, dalam kekuasaannya. 
(2) Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan : 
Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam 
sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya 
atau dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem 
yang sedang berjalan; 
Ke-2: Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua 
orang atau lebih; 
Ke-3: Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan 
kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat 
atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 
pakaian jabatan palsu; 
Ke-4 : jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada 
seseorang.  
(3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas   tahun 
jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang. 
(4) Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-
lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu 
mengakibatkan luka atau matinya seseorang dari perbuatan itu 
dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dan bagi pula 
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disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam No.1 dan No. 
2 
 
D. Tinjuan Umum Tentang Anak 
1. Pengertian Anak 
Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus 
perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah 
sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus 
kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-
hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak 
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan 
bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak 
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, 
berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan 
dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.27 
Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah 
selaku kaki tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh 
orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab 
menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini 
pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan 
                                                          
27 Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak   
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aksesbilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam pasal 
28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara 
menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh 
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi.28 
 
2. Penjelasan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan 
Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, 
muncul beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai anak. Akan tetapi dari berbagai peraturan perundang-
undangan tersebut terdapat perbedaan definisi anak. Anak dalam 
perspektif hukum Indonesia lazim dikatakan sebagai seorang yang 
belum dewasa atau masih di bawah umur. Selain itu juga disebut 
sebagai seorang yang berada di bawah perwalian. Perbedaan 
mengenai anak dalam hal ini berhubungan dengan umur dari anak 
tersebut. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian anak di 
berbagai peraturan perundang-undangan: 
a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Anak.  
Dalam undang-undang ini diungkapkan bahwa sistem 
peradilan anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara 
                                                          
28 Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945   
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anak yang berhadapan dengan hukum, yakni mulai dari tahapan 
penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah 
menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum 
adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi 
korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak 
pidana. Lebih lanjut mengenai anak yang berkonflik dengan 
hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang 
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
Apabila dilihat dari apa yang terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dapat 
disimpulkan bahwa kategori anak dalam peraturan ini adalah 
anak yang berusia antara 12 sampai 18 tahun. 
b.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
Undang-undang ini adalah peraturan yang sebelumnya 
berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Karena 
terdapat beberapa hal yang tidak lagi relevan dengan keadaan 
yang terjadi di masa sekarang maka diperbaharui dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang telah disebutkan 
di atas. Dalam Undang-Undang ini tepatnya pada Pasal 1 Ayat 
(1) menyebutkan bahwa anak merupakan orang yang telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai 
umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam 
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ketentuan undang-undang ini ditentukan bahwa batas minimal 
anak adalah berumur 8 tahun maka dapat dibina maka penyidik 
menyerahkan anak kepada Departemen Sosial setelah 
mendengar pertimbangan dari Pembimbingan Kemasyarakatan. 
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 
Permasyarakatan  
Dalam Pasal 1 Angka 8 Huruf a, b dan c undang-undang ini 
menyebutkan bahwa anak didik permasyarakatan baik anak 
pidana, anak negara dan sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak 
adalah paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun 
dan untuk anak sipil guna dapat ditempatkan dilapas anak maka 
perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai 
berumur 18 (delapan belas).  
 d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan  
Dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) undang-
undang ini menyebutkan bahwa batasan untuk disebut anak 
adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 
belum pernah melangsungkan perkawinan.  
e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.  
Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur 
mengenai batas usia anak. Akan tetapi bila dilihat dalam Pasal 
171 KUHAP menyebutkan bahwa batasan umur anak di sidang 
pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan 
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batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya 
dalam Pasal 153 menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu 
hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 
(tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.  
 f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak  
Menurut undang-undang ini anak adalah seorang yang 
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum 
pernah kawin.  
g.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
manusia  
Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah tiap 
manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 
belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan 
apabila hal tersebut demi kepentingannya.  
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak  
Dalam Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
i.  PP Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata Usaha Kesejahtraan 
Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah  
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Menurut peraturan ini, anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 tahun atau belum kawin.  
j. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata maka anak adalah mereka yang belum 
mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum 
kawin.  
k. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori 
anak tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 dan 72 yang 
memakai batasan umur 16 tahun dan Pasal 283 yang memberi 
batasan 17 tahun.  
Dalam hal ini, yang menjadi acuan penulis dalam menulis 
kali ini adalan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Anak. Yang menyatakan bahwa anak yang 
yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut dengan anak 
adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana. 
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E. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan hakim atau Ratio decidendi adalah argument 
atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum 
yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik 
sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih 
dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul 
dan merupakan kosklusi komulatif dari keterangan para saksi, 
keterangan terdakwa, dan barang bukti. 
 Menurut Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa: 
 “Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan 
terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang 
didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim.” 
Menurut Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan 
hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: 
Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis, 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan 
pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan 
oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di 
dalam putusan misalnya Dakwaan Jaksa penuntut umum, 
keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan 
pasal-pasal dalam peraturan hokum pidana. Sedangkan 
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pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat 
perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari 
lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana 
tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan 
bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan 
terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah 
terdakwa dapat mempertaggungjawabkan perbuatannya atau tidak. 
Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, 
barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang 
didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik 
yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan 
doktrin, Yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah 
kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Setelah 
pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, 
selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau 
memberatkan terdakwa 
 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang 
mengemukakan bahwa: 
Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini 
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dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hokum dan rasa 
keadilan masyarakat. 
Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hokum 
yang hidup di kalangan rakyat. Oleh, karena itu ia harus terjun ke 
tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan 
mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat. 
Berkaitan dengan hal ini Achmad Ali mengemukakan bahwa: 
Dikalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk 
senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai 
pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, 
diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya 
sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru 
berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan 
kajian ilmu hukum (normatif). 
Menurut Bismar Siregar mengemukakan bahwa: 
Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum 
antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang 
disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum 
dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan. 
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Menurut HB Sutopo mengemukakan bahwa: 
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis 
oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, 
antara lain: 
a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat. 
b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-
nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memperberatkan 
terdakwa 
c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban. 
d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Dengan 
melakukan penelitian di lokasi ini penulis berharap dapat memperoleh 
data yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang 
objektif yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun pertimbangan 
dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan tujuan 
penulisan skripsi yaitu untuk meneliti faktor penyebab terjadinya tindak 
pidana pencurian yang disertai kekerasan oleh anak secara bersama-
sama dan bagaimana upaya penanggulangannya secara khusus di 
kota Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam 
penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu: 
1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber di 
lapangan yang bersumber dari responden yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelaahan 
kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, 
peraturan Perundang-Undangan, dokumentasi dari instansi 
yang berhubungan dan menunjang penulisan ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Wawancara 
Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara 
dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan objek penelitian, 
serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan 
penelitian ini. 
2. Studi Dokumen 
Dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dengan cara 
membaca dan mempelajari artikel-artikel pada berita online, surat 
kabar dan buku-buku bacaan lainnya dan peraturan perundang-
undangan atau referensi lainnya yang erat kaitannya dengan 
permasalahan yang dibahas. 
 
D. Analisa Data 
Di dalam pelaksanaan penelitian ini nantinya data yang 
diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan 
menggunakan teknik kualitatif kemudian disajikan secara analisis 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian 
ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana 
Pencurian Disertai Kekerasan Oleh Anak Secara Bersama-Sama 
Dalam Putusan Nomor 278/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mks. 
 
1. Posisi Kasus 
Pada awalnya anak A.Roestan Barqah Putra Yudistira ALS 
JEY bersama SYAHRUL RAMADAH ALS RAMA, DICKY (DPO), 
GILANG (DPO), ABO (DPO), DIDI (DPO) pada hari senin tanggal 
26 September 2016 sekitar pukul 02.30 wita, atau setidak-tidaknya 
pada suatu waktu lain pada tahun 2016 bertempat di Jalan Taman 
Makam Pahlawan Kec Panakukang Kota Makassar atau setidak-
tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan 
Negeri Makassar. Pada waktu dan tempat tersebut, anak bersama 
Rama, Dicky, Gilang, Abo, Didi dengan menggunakan 3 (tiga) Unit 
sepeda motor dimana saksi Rama berboncengan dengan Dicky 
menggunakan sepeda motor FU warna hitam pada saat itu Dicky 
memegang busur sedangkan anak berboncengan dengan Gilang 
dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun biru hitam dan 
Gilang memegang parang sementara Abo berboncengan dengan 
Didi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah 
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dari arah jalan Batua Raya Makassar menuju kearah Urip 
Sumoharjo Kota Makassar dan saat itu anak berteman melintas di 
Jalan Taman Makam Pahlawan namun saat anak melintas di jalan 
Taman Makam Pahlawan Kota Makassar anak berteman melihat 
saksi korban yang sedang berboncengan dengan mengendarai 
sepeda motor Vespa Hijau bersama dengan saksi Asrudi 
selanjutnya anak berteman mengepung / menghadang saksi 
korban dan saksi Asrudi lalu Gilang, Lel Dicky, Didi turun dari 
sepeda motor kemudian Gilang memperlihatkan parang dan 
meminta barang milik saksi korban, sementara itu pula Dicky juga 
mengarahkan busur ke saksi korban, kemudian saksi korban yang 
telah ketakutan dan tanpa dikehendaki oleh saksi korban lalu 
memberikan tas ranselnya yang diminta oleh Didi, Dicky dan Didi 
mengambil barang milik saksi korban sedangkan anak, Rama dan 
Abo stand by diatas motor sambil berjaga-jaga dikeadaan 
sekitarnya. Setelah mendapatkan barang milik saksi korban 
selanjutnya anak berteman pergi kearah kejalan Urip Sumoharjo 
Kota Makassar. 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara 
bersama-sama oleh terdakwa A.ROESTAN BARQAH PUTRA 
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YUDISTIRA ALS JEY yang dibacakan pada persidangan 
dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada 
pokoknya mengatakan sebagai berikut : 
 
Kesatu :  
Bahwa anak A.ROESTAN BARQAH PUTRA YUDISTIRA 
ALS JEY bersama SYAHRUL RAMADHAN ALS RAMA (dalam 
berkas perkara terpisah), DICKY (DPO), GILANG (DPO), ABO 
(DPO), DIDI (DPO) pada hari Senin tanggal tanggal 26 September 
2016 sekitar pukul 02.30 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu 
waktu lain pada tahun 2016 bertempat di Jalan Taman Makam 
Pahlawan Kec Panakukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya 
pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Makassar mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan saksi korban atau orang lain yaitu Oldie Putra 
Akimi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang 
didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan 
atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, 
untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, 
atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan 
dimalam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya dijalan umum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang 
atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Anak dengan 
cara sebagai berikut : 
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, anak 
bersama Rama, Dicky, Gilang, Abo dan Didi dengan 
menggunakan 3 (tiga) Unit sepeda motor dimana saksi Rama 
berboncengan dengan Dicky menggunakan sepeda motor FU 
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warna hitam pada saat itu Dicky memegang busur sedangkan 
anak berboncengan dengan Gilang dengan menggunakan 
sepeda motor Suzuki Shogun biru hitam dan Gilang memegang 
parang sementara Abo berboncengan dengan Didi dengan 
menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dari 
arah jalan Batua Raya Makassar menuju kearah Urip 
Sumoharjo Kota Makassar dan saat itu anak berteman melintas 
di Jalan Taman Makam Pahlawan namun saat anak melintas di 
jalan Taman Makam Pahlawan Kota Makassar anak berteman 
melihat saksi korban yang sedang berboncengan dengan 
mengendarai sepeda motor Vespa Hijau bersama dengan saksi 
Asrudi selanjutnya anak berteman mengepung / menghadang 
saksi korban dan saksi Asrudi lalu Gilang,Lel Dicky, Didi turun 
dari sepeda motor kemudian Gilag memperlihatkan parang dan 
meminta barang milik saksi korban, sementara itu pula Dicky 
juga mengarahkan busur ke saksi korban, kemudian saksi 
korban yang telah ketakutan dan tanpa dikehendaki oleh saksi 
korban lalu memberikan tas ranselnya yang diminta oleh Didi, 
Dicky dan Didi mengambil barang milik saksi korban sedangkan 
anak, Rama dan Abo stand by diatas motor sambil berjaga-jaga 
dikeadaan sekitarnya. Setelah mendapatkan barang milik saksi 
korban selanjutnya anak berteman pergi kearah kejalan Urip 
Sumoharjo Kota Makassar. 
-  Bahwa akibat perbuatan anak, saksi korban mengalami kerugian  
sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). 
 
Perbuatan anak A.ROESTAN BARQAH PUTRA YUDISTIRA 
ALS JEY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 
Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP. 
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Kedua : 
Bahwa anak A.ROESTAN BARQAH PUTRA YUDISTIRA 
ALS JEY bersama SYAHRUL RAMADHAN ALS RAMA (dalam 
berkas perkara terpisah), DICKY (DPO), GILANG (DPO), ABO 
(DPO), DIDI (DPO) pada hari Senin tanggal tanggal 26 September 
2016 sekitar pukul 02.30 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu 
waktu lain pada tahun 2016 bertempat di Jalan Taman Makam 
Pahlawan Kec Panakukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya 
pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Makassar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang 
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang 
itu atau orang lain yaitu Oldie Putra Akimi, atau supaya membuat 
hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena 
pemerasan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan 
dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh 
anak dengan cara sebagai berikut :  
-    Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, anak 
bersama Rama, Dicky, Gilang, Abo dan Didi dengan 
menggunakan 3 (tiga) Unit sepeda motor dimana saksi Rama 
berboncengan dengan Dicky menggunakan sepeda motor FU 
warna hitam pada saat itu Dicky memegang busur sedangkan 
anak berboncengan dengan Gilang dengan menggunakan 
sepeda motor Suzuki Shogun biru hitam dan Gilang memegang 
parang sementara Abo berboncengan dengan Didi dengan 
menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dari 
arah jalan Batua Raya Makassar menuju kearah Urip 
Sumoharjo Kota Makassar dan saat itu anak berteman melintas 
di Jalan Taman Makam Pahlawan namun saat anak melintas di 
jalan Taman Makam Pahlawan Kota Makassar anak berteman 
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melihat saksi korban yang sedang berboncengan dengan 
mengendarai sepeda motor Vespa Hijau bersama dengan saksi 
Asrudi selanjutnya anak berteman mengepung / menghadang 
saksi korban dan saksi Asrudi lalu Gilang,Lel Dicky, Didi turun 
dari sepeda motor kemudian Gilag memperlihatkan parang dan 
meminta barang milik saksi korban, sementara itu pula Dicky 
juga mengarahkan busur ke saksi korban, kemudian saksi 
korban yang telah ketakutan dan tanpa dikehendaki oleh saksi 
korban lalu memberikan tas ranselnya yang diminta oleh Didi, 
Dicky dan Didi mengambil barang milik saksi korban sedangkan 
anak, Rama dan Abo stand by diatas motor sambil berjaga-jaga 
dikeadaan sekitarnya. Setelah mendapatkan barang milik saksi 
korban selanjutnya anak berteman pergi kearah kejalan Urip 
Sumoharjo Kota Makassar. 
- Bahwa akibat perbuatan anak, saksi korban mengalami 
kerugian  sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). 
 
 Perbuatan anak A.ROESTAN BARQAH PUTRA YUDISTIRA 
ALS JEY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 
Ayat 1 KUHP jo, Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.  
Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak dan Penasihat 
Hukumya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, 
Jaksa Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai 
berikut: 
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a. Keterangan Saksi-Saksi 
1. Saksi Oldie Putra Akimi 
Memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar 
pukul 02.30 wita bertempat di jalan Taman Makam Pahlawan 
kec. Panakkukang kota Makassar, barang milik saksi korban 
yang telah diambil tanpa seijinnya berupa 1 (satu) buah tas 
ransel merk Planet Surf yang berisikan 1 (satu) buah 
handphone merk Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) 
buah handphone merk Blackberry Gemini warna hitam, 1 
(satu) lembar baju PDH serta beberapa buku; 
- Bahwa saksi korban melihat anak bersama dengan 6 (enam) 
orang yang berjenis kelamin laki-laki yang menggunakan 3 
(tiga) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor 
merk Suzuki Shogun, 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 
dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah; 
- Bahwa awalnya saksi korban sedang mengendarai sepeda 
motor milik saksi korban dan berboncengan dengan saksi 
Asrudi dan pada saat melintas di depan Taman Makam 
Pahawan kec. Panakkukang, tiba-tiba 6 (enam) orang pelaku 
diantaranya Anak Roestan Als Jay berboncengan dengan 
saksi Syahrul Ramadhan dan semuanya berjumlah 3 (tiga) 
unit sepeda motor tersebut secara tiba-tiba mengepung 
saksi korban bersama dengan saksi Asrudi yaitu dari arah 
belakang dan dari arah samping kanan sepeda motor 
sepeda motor milik saksi korban yang saat itu sedang 
melintas di jalan taman makam pahlawan selanjutnya dua 
orang diantaranya yang memegang busur dan memegang 
parang menghadang jalan saksi korban sehingga saksi 
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korban langsung berhenti dan ketiga tersangka langsung 
turun dari sepeda motor dan yang tiga standby diatas motor 
miliknya dimana salah satu pelaku yang memegang parang 
dan anak panah / busur kemudian mengancam saksi korban 
ke arah saksi korban dan berkata kepada saksi korban 
“mana tas mu” saksi korban menjawab “janganki” lalu pelaku 
yang memegang parang langsung mengarahkan saksi 
korban dengan parangnya namun pada saat itu saksi korban 
menghidar kemudian salah satu dari pelaku tersebut 
kemudian mengambil atau menarik tas saksi korban secara 
paksa dan setelah berhasil mengembil tas saksi korban ke 
enam orang tersebut langsung melarikan diri ke jaan Urip 
Sumoharjo; 
- Bahwa sewaktu kejadian keadaan cukup terang karena 
adanya pencahayaan lampu jalan sehingga saksi korban 
dapat melihat dengan jelas dan mengenali wajah anak 
Roestan; 
- Bahwa pada saat kejadian Anak Roestan juga ikut 
menghadang motor saksi korban kemudian ketiga orang 
temannya mengancam saksi korban menggunakan senjata 
tajam dan tiga orang lainnya diantaranya Anak Roestan dan 
saksi Syahrul Ramadhan standby diatas motornya; 
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban 
mengalami kerugian yang di taksir sebesar Rp. 4.000.000,- 
(empat juta rupiah). 
 
Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan.  
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2. Saksi Asrudi   
Memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar 
pukul 02.30 wita bertempat di jalan Taman Makam Pahlawan 
kec. Panakkukang kota Makassar, saksi bersama dengan 
saksi korban Oldie pada saat kejadian, adapun barang milik 
saksi korban yang telah diambil tanpa seijinnya berupa 1 
(satu) buah tas ransel merk Planet Surf yang berisikan 1 
(satu) buah handphone merk Samsung Grand 2 warna putih, 
1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini, 1 (satu) 
buah lembar baju PDH serta beberapa buku; 
- Bahwa saksi korban melihat anak bersama dengan 6 (enam) 
orang yang berjenis kelamin laki-laki yang menggunakan 3 
(tiga) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor 
merk Suzuki Shogun, 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 
dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah; 
- Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan saksi korban 
Oldie lalu pada saat melintas di depan Taman Makam 
Pahawan kec. Panakkukang, tiba-tiba 6 (enam) orang pelaku 
diantaranya Anak Roestan Als Jay berboncengan dengan 
saksi Syahrul Ramadhan dan semuanya berjumlah 3 (tiga) 
unit sepeda motor tersebut secara tiba-tiba mengepung 
saksi korban bersama dengan saksi Asrudi yaitu dari arah 
belakang dan dari arah samping kanan sepeda motor 
sepeda motor milik saksi korban yang saat itu sedang 
melintas di jalan taman makam pahlawan selanjutnya dua 
orang diantaranya yang memegang busur dan memegang 
parang menghadang jalan saksi korban sehingga saksi 
korban langsung berhenti dan ketiga tersangka langsung 
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turun dari sepeda motor dan yang tiga standby diatas motor 
miliknya dimana salah satu pelaku yang memegang parang 
dan anak panah / busur kemudian mengancam saksi korban 
ke arah saksi korban dan berkata kepada saksi korban 
“mana tas mu” saksi korban menjawab “janganki” lalu pelaku 
yang memegang parang langsung mengarahkan saksi 
korban dengan parangnya namun pada saat itu saksi korban 
menghidar kemudian salah satu dari pelaku tersebut 
kemudian mengambil atau menarik tas saksi korban secara 
paksa dan setelah berhasil mengembil tas saksi korban ke 
enam orang tersebut langsung melarikan diri ke jalan Urip 
Sumoharjo; 
- Bahwa pada sewaktu kejadian saksi melihat anak Roestan 
bersama dengan saksi Syahrul Ramadhan standby atau 
duduk diatas motor sambil mengawasi keadaan sekitar 
dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter; 
- Bahwa sewaktu kejadian keadaan cukup terang karena 
adanya pencahayaan lampu jalan sehingga saksi korban 
dapat melihat dengan jelas dan mengenali wajah anak 
Roestan; 
- Bahwa pada saat kejadian Anak Roestan juga ikut 
menghadang motor saksi korban kemudian ketiga orang 
temannya mengancam saksi korban menggunakan senjata 
tajam dan tiga orang lainnya diantaranya Anak Roestan dan 
saksi Syahrul Ramadhan standby diatas motornya; 
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban 
mengalami kerugian yang di taksir sebesar Rp. 4.000.000,- 
(empat juta rupiah). 
Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan. 
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3. Saksi Syahrul Ramadhan 
Memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar 
pukul 02.30 wita bertempat di jalan Taman Makam Pahlawan 
kec. Panakkukang kota Makassar, barang milik saksi korban 
yang telah diambil tanpa seijinnya berupa 1 (satu) buah tas 
ransel merk Planet Surf yang berisikan 1 (satu) buah 
handphone merk Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) 
buah handphone merk Blackberry Gemini, 1 (satu) buah 
lembar baju PDH serta beberapa buku; 
- Bahwa saksi bersama 5 (lima) orang temannya mengambil 
barang milik korban dengan ancaman kekerasan 
diantaranya yaitu Anak Roestan Als. Jay, Dicky, Giang, Abo 
dan Didi; 
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2016 
sekitar pukul 02.30 wita dimana saat itu saksi berteman 
dengan menggunakan sepeda motor dimana saksi 
berboncengan dengan Dicky menggunakan sepeda motor 
FU warna hitam dimana Dicky memegang busur sedangan 
Anak jay berboncengan dengan Gilang dengan 
menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun biru hitam 
dimana Gilang memegang parang dan Abo berboncengan 
dengan Didi dengan menggunakan sepeda motor Honda 
Beat warna merah dari arah jalan Batua Raya Makassar 
menuju kearah Urip Sumoharjo kota Makassar dan saat itu 
saksi berteman melintas di jalan Taman Makam Pahlawan, 
saksi berteman melihat saksi korban yang sedang 
berboncengan dengan saksi Asrudi sedang mengendarai 
sepeda motor vespa hijau sehingga niat saksi berteman 
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untuk mengambil barang milik saksi korban, lalu saksi 
berteman mengepung / menghadang saksi korban dan saksi 
Asrudi kemudian Gilang, Dicky, Didi turun lalu Gilang 
memperlihatkan parang dan meminta saksi korban untuk 
tidak lari dan juga Dicky kemudian mengarahkan busur ke 
saksi korban kemudian salah satu teman menarik tas ransel 
milik saksi korban sedangkan saksi bersama dengan Anak 
Jay dan Abo bertugas standby diatas motor berjaga-jaga dan 
mengawasi keadaan sekitarnya, setelah Gilang, Dicky dan 
Didi berhasil mengambil barang milik saksi selanjutnya saksi 
berteman meninggalkan saksi korban bersama dengan saksi 
Asrudi dan lari kearah jalan Urip Sumoharjo; 
- Bahwa adapun peran saksi bersama dengan anak Roestan 
yaitu standby diatas motor berjaga-jaga dan mengawasi 
keadaan sekitarnya, sewaktu teman saksi yaitu Gilang, Dicky 
dan Didi mengambil barang milik saksi korban; 
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban 
mengalami kerugian yang di taksir sebesar Rp. 4.000.000,- 
(empat juta rupiah). 
Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan. 
 
b. Keterangan Terdakwa 
Anak A. Roestan Barqah Putra Yudistira 
Didepan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai 
berikut :  
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar 
pukul 02.30 wita bertempat di jalan Taman Makam Pahlawan 
kec. Panakkukang kota Makassar, barang milik saksi korban 
yang telah diambil tanpa seijinnya berupa 1 (satu) buah tas 
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ransel merk Planet Surf yang berisikan 1 (satu) buah 
handphone merk Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) 
buah handphone merk Blackberry Gemini, 1 (satu) buah 
lembar baju PDH serta beberapa buku; 
- Bahwa saksi bersama 5 (lima) orang temannya mengambil 
barang milik korban dengan ancaman kekerasan 
diantaranya yaitu saksi Syahrul, Jay, Dicky, Giang, Abo dan 
Didi; 
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2016 
sekitar pukul 02.30 wita dimana saat itu saksi berteman 
dengan menggunakan sepeda motor dimana saksi Syahrul 
berboncengan dengan Dicky menggunakan sepeda motor 
FU warna hitam dimana Dicky memegang busur sedangan 
Anak Roestan berboncengan dengan Gilang dengan 
menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun biru hitam 
dimana Gilang memegang parang dan Abo berboncengan 
dengan Didi dengan menggunakan sepeda motor Honda 
Beat warna merah dari arah jalan Batua Raya Makassar 
menuju kearah Urip Sumoharjo kota Makassar dan saat itu 
Anak Roestan berteman melintas di jalan Taman Makam 
Pahlawan, saksi berteman melihat saksi korban yang 
sedang berboncengan dengan saksi Asrudi sedang 
mengendarai sepeda motor vespa hijau sehingga timbul niat 
Anak berteman untuk mengambil barang milik saksi korban, 
lalu saksi berteman mengepung / menghadang saksi korban 
dan saksi Asrudi kemudian Gilang, Dicky, Didi turun lalu 
Gilang memperlihatkan parang dan meminta saksi korban 
untuk tidak lari dan juga Dicky kemudian mengarahkan busur 
ke saksi korban kemudian salah satu teman menarik tas 
ransel milik saksi korban sedangkan Anak Jay bersama 
dengan saksi Syahrul dan Abo bertugas standby diatas 
67 
 
motor berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitarnya, 
setelah Gilang, Dicky dan Didi berhasil mengambil barang 
milik saksi selanjutnya saksi berteman meninggalkan saksi 
korban bersama dengan saksi Asrudi dan lari kearah jalan 
Urip Sumoharjo; 
- Bahwa Anak Roestan standby atau duduk diatas motor 
sambil mengawasi keadaan sekitar sampai temannya yaitu 
Gilang, Dicky dan Didi berhasil dengan tanpa ijin mengambil 
barang milik saksi korban kemudian Anak dengan 
berboncengan dengan saksi Syahrul pergi meninggalkan 
saksi korban; 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
Yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri 
Makassar untuk memutuskan sebagai berikut: 
a. Menyatakan Anak A. Roestan Barqah Putra Yudistira Als. Jay 
bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan 
ancaman kekerasan yang dilakukan dengan dua orang atau 
lebih secara bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;   
b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak A. Roestan Barqah Putra 
Yudistira Als. Jay dengan pidana penjara selama 2 (dua) 
tahun dan 6 (enam) bulan, di potong masa penahanan 
sementara dengan perintah agar A. Roestan Barqah Putra 
Yudistira Als. Jay tetap ditahan; 
68 
 
c. Menetapkan agar Anak A. Roestan Barqah Putra Yudistira Als. 
Jay membayar biaya perkara sebesar Ro. 2.000,- (dua ribu 
rupiah). 
 
4. Amar Putusan  
Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor : 
278/Pid.Sus Anak/2016/PN. Mks ini sebagai berikut:  
MENGADILI 
1. Menyatakan Anak A. Roestan Barqah Putra Yudistira Als. Jay 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan 
Memberatkan”; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan pada 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros ; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijlani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan ; 
4. Memerintahkan agar anak tetap ditahan ; 
 
5. Analisis penulis 
Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat 
bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak 
hukum salah satunya yaitu bagaimana peran penegak hukum 
dalam menggunakannya dalam kehidupan nyata. Surat dakwaan 
merupakan dasar pemeriksaan pidana dalam sidang pengadilan 
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sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan 
penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikinya, 
seseorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan 
dan tuntutan yang membuat terdakwa tidak dapat lolos dari jeratan 
hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh 
menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. 
Seseorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah 
dibuktikan dalam persidangan bahwah terdakwa telah melakukan 
tindak pidana seperti apa yang disebutkan jaksa dalam surat 
dakwaannya. Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini mengenai 
Pencurian dengan kekerasan oleh anak secara bersama-sama 
yang dilakukan oleh Anak A. Roestan Barqah Putra Yudistira Als 
Jey. Dalam kasus ini, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara 
teknis telah memenuhi syarat formil surat dakwaan sebagaimana 
yang dimaksud Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yaitu harus memuat 
tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas 
lengkap dari terdakwa. Selain itu juga, surat dakwaan harus 
memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat 
pidana itu dilakukan. Hakim dalam memeriksa perkara ini, berusaha 
mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang teguh 
pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut 
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Umum. Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan diatas maka 
dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum formil 
maupun hukum pidana materil dan syarat dipidananya seorang 
terdakwa. Dalam hasil penelitian diketahui bahwa hakim tidak dapat 
menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. 
Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena tebukti 
melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan Jaksa 
Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Upaya pembuktian 
didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menjelaskan 
bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang 
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berpendapat bahwa 
penerapan hukum pidana oleh Hakim Widiarso, SH, MH. dalam 
perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak 
secara bersama-sama dengan nomor 278/Pid.Sus Anak/2016/PN. 
Mks yakni dalam pasal 365 ayat 2 ke-1, ke-2 sudah tepat 
mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak A. Roestan Barqah 
Putra Yudistira Als Jey memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan 
yang dapat dipidana. 
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B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara 
Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Oleh Anak Secara 
Bersama-Sama dalam Putusan No. 278/Pid.Sus Anak/2016/PN 
Mks. 
1. Pertimbangan Hakim 
 Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
dilakukan oleh anak secara bersama-sama dalam putusan 
No.278/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mks, berdasarkan beberapa 
pertimbangan. Majelis Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan 
berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca surat 
dakwaan tersebut, maka hakim belum bias menjatuhkan putusan 
karena hakim belum bias memastikan terbukti atau tidaknya 
terdakwa melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti 
dan pertimbangan yuridis. Hal-hal yang menjadi pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara 
No.278/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mks sebagai berikut. 
a. Menimbang, bahwa Anak dalam hal ini telah didakwa oleh 
Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara 
alternatif sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu untuk 
mengetahui pasal mana dalam dakwaan tersebut yang paling 
sesuai dengan fakta hukumnya, terlebih dahulu akan 
dipertimbangkan mengenai fakta hukumnya tersebut; 
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b. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, 
Keterangan Anak dan Bukti Surat, satu sama lainnya dikaitkan 
sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar 
jam 02.30 wita bertempat di jalan Taman Makam Pahlawan 
kec. Panakkukang kota Makassar, barang milik saksi korban 
yang telah diambil tanpa seijinnya berupa 1 (satu) buah 
handphone merk Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) 
buah handphone merk Blackberry Gemini warna hitam, 1 
(satu) lembar baju PDH serta beberapa buku; 
- Bahwa Anak bersama dengan 5 (lima) orang temannya 
mengambil barang milik korban dengan ancaman kekerasan 
diantaranya yaitu saksi Syahrul, Dicky, Gilang, Abo dan Didi 
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban 
mengalami kerugian yang di taksir sebesar Rp. 4.000.000,- 
(empat juta rupiah) 
c. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dalam pemeriksaan dipersidangan maka pembuktian unsur-
unsur pidana yang didakwakan kepada anak, yakni Pasal 365 
(2) ke-2 KUHP dengan unsure-unsurnya sebagai berikut: 
 Barangsiapa; 
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 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain maksud untuk dimiliki secara melawan 
hukum; 
Sedangkan unsur pemberatnya adalah : 
 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal 
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri peserta 
lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; 
 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu; 
Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan 
unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang 
diajukan di persidangan sebagai berikut: 
 
Unsur barangsiapa 
 Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subyek 
hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah 
orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap 
secara lahir batin serta mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan 
dalam suatu tindak pidana, dan untuk menghindari kesalahan 
mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya 
dicantumkan secara lengkap di dalam surat dakwaan; 
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 Menimbang, bahwa dalam hal ini antara orang yang diajukan ke 
persidangan sebagai Anak dengan identitas A. ROESTAN 
BARQAH PUTRA YUDISTIRA Als. JEY serta fakta yang terungkap 
dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang 
menerangkan bahwa benar Anak A. ROESTAN BARQAH PUTRA 
YUDISTIRA Als. JEY dan keterangan saksi-saksi tersebut telah 
dibenarkan sendiri oleh Anak di persidangan bahwa seluruh 
identitas Anak sesuai dengan apa yang terdapat dalam surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar merupakan identitas 
dari Anak, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat kesalahan 
mengenai orangnya atau error in persona; 
 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
UNSUR MENGAMBIL BARANG YANG SEBAGIAN ATAU MILIK 
ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA 
MELAWAN HUKUM 
 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang 
adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud 
maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak 
lain yang berhak; 
 Menimbang, bahwa yang dimksud milik orang lain adalah orang 
atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi 
hukum sebagai seorang pemilik, selain dari terdakwa; 
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 Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum adalah untuk bertindak laksana seorang pemilik 
tetapi sejatinya barang sesuatu itu bukan miliknya; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dikaitkan 
dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang 
bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta 
hukum bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar 
jam 02.30 wita bertempat di jalan Taman Makam Pahlawan kec. 
Panakkukang kota Makassar, yang menjadikorban adalah saksi 
Oldie Putra Akimi dan adapun barang milik saksi korban yang 
diambil tanpa seijin kehendak pemiliknya yaitu saksi Oldie Putra 
Akimi bersama dengan temannya berupa 1 (satu) buah handphone 
merk Samsung Grand 2 warna putih, 1 (satu) buah handphone 
merk Blackberry Gemini warna hitam, 1 (satu) lembar baju PDH 
serta beberapa buku, yang Anak berteman ambil dengan cara 
salah satu pelaku yang memegang parang dan anak panah / busur 
kemudian mengancam saksi korban ke arah saksi korban dan 
berkata kepada saksi korban mana tas mu saksi korban menjawab 
janganki lalu pelaku yang memegang parang langsung 
mengarahkan saksi korban dengan parangnya namun pada saat itu 
saksi korban menghindar kemudian salah satu dari pelaku tersebut 
kemudian mengambil atau menarik tas saksi korban secara paksa 
dan setelah berhasil mengambil tas saksi korban ke enam orang 
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tersebut langsung melarikan diri ke jalan Urip Sumoharjo, sehingga 
anak harus dinyatakan telah melanggar norma hukum telah 
mengambil tanpa hak barang milik orang lain secara melawan 
hukum; 
 Akibat dari perbuatan Anak berteman tersebut saksi korban 
mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); 
 Menimbang, bahwa Kualifikasi Pencurian Dengan Kekerasan 
Dalam Keadaan Memberatkan terdiri atas unsur-unsur: 
 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, 
terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap 
tangan, untuk memungkinkan melarikan diri peserta lainnya, 
atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; 
 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
sama 
Menimbang, bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah 
adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih 
dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara pelaku; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang 
terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan 
keterangan para terdakwa, maka Anak bersama temannya 
tersebut sebagaimana terurai di atas, Bahwa pada hari Senin 
tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 02.30 wita bertempat 
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di jalan Taman Makam Pahlawan kec. Panakkukang kota 
Makassar awalnya anak bersama Rama, Dicky, Gilang, Abo, 
Didi dengan menggunakan 3 (tiga) Unit sepeda motor dimana 
saksi Rama berboncengan dengan Dicky menggunakan sepeda 
motor FU warna hitam pada saat itu Dicky memegang busur 
sedangkan anak berboncengan dengan Gilang dengan 
menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun biru hitam dan 
Gilang memegang parang sementara Abo berboncengan 
dengan Didi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat 
warna merah dari arah jalan Batua Raya Makassar menuju 
kearah Urip Sumoharjo Kota Makassar dan saat itu anak 
berteman melintas di Jalan Taman Makam Pahlawan namun 
saat anak melintas di jalan Taman Makam Pahlawan Kota 
Makassar anak berteman melihat saksi korban yang sedang 
berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vespa Hijau 
bersama dengan saksi Asrudi selanjutnya anak berteman 
mengepung / menghadang saksi korban dan saksi Asrudi lalu 
Gilang, Lel Dicky, Didi turun dari sepeda motor kemudian Gilang 
memperlihatkan parang dan meminta barang milik saksi korban, 
sementara itu pula Dicky juga mengarahkan busur ke saksi 
korban, kemudian saksi korban yang telah ketakutan dan tanpa 
dikehendaki oleh saksi korban lalu memberikan tas ranselnya 
yang diminta oleh Didi, Dicky dan Didi mengambil barang milik 
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saksi korban sedangkan anak, Rama dan Abo stand by diatas 
motor sambil berjaga-jaga dikeadaan sekitarnya. Setelah 
mendapatkan barang milik saksi korban selanjutnya anak 
berteman pergi kearah kejalan Urip Sumoharjo Kota Makassar. 
Bahwa akibat dari perbuatan Anak berteman tersebut saksi 
korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat 
juta rupiah); 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas 
unsur-unsur ini telah terpenuhi; 
  Menimbang, bahwa brdasarkan uraian tersebut di atas, 
maka Anak harus dinyatakan telah melakukan tindak pidana 
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN 
MEMBERATKAN sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum; 
  Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum agar Anak dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan 
Anak, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai 
dengan perbuatannya; 
  Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan, usia, 
kesehatan jasmani, dan rohani, kedudukan, waktu, lokasi dan 
keadaan yang bersifat lahiriah dan bathiniah, maka Anak harus 
dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga kepadanya 
dapat dipersalahkan, namun demikian oleh karena Anak masih 
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tergolong anak, maka kepadanya berlaku UU No. 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Anak; 
  Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam hal ini 
telah mengajukan pledoinya yang pada pokoknya berpendapat; 
- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta 
berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; 
- Anak mohon dikembalikan kepada orang tuanya karena 
akan melanjutkan sekolah 
 Menimbang, Pengadilan Negeri Makassar 
mempertimbangkan saran-saran dari Petugas Bapas 
Makassar yang tertuang dalam hasil Litmasnya 
sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian 
Kemasyarakatan Untuk Bahan Pertimbangan Dalam 
Menyelesaikan Perkara Pidana Anak atas nama Anak A. 
ROESTAN BARQAH PUTRA YUDISTIRA Als. JEY yang 
dalam kesimpulan dan sarannya pada pokoknya 
berpendapat bahwa anak sebaiknya diserahkan ke Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk dididik, dibina dan 
diberi keterampilan sehingga nantinya dapat berperilaku baik 
dan berfikir positif di bawah pengawasan Balai 
Pemasyarakatan Makassar dengan pertimbangan anak 
masih sekolah, Anak sangat menyesali perbuatannya dan 
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu; 
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 Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar juga 
telah mendengarkan pendapat dari ibu anak mengenai 
perilaku anak dan kesanggupan orang tua untuk 
membimbing anak tersebut, namun pengadilan meragukan 
kemampuan orang tua anak tersebut sehingga nantinya 
akan mempengaruhi tindakan maupun hukuman yang akan 
dijatuhkan dalam putusan ini;  
 Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya 
hukuman yang harus dibebankan pada Anak maka seluruh 
uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap 
penentuan besaran Pidana yang dirumuskan sebagai hal 
yang memberatkan maupun yang meringankan; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem 
Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: 
c. Perlindungan; 
d.  Keadilan; 
e. Non dikriminasi; 
f. Kepentingan terbaik bagi Anak; 
g. Penghargaan terhadap pendapat Anak; 
h. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; 
i. Pembinaan dan pembimbingan Anak; 
j. Proporsional; 
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k. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai 
upaya terakhir; dan 
l. Penghindaran pembalasan 
 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 UU No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: 
a. Pidana peringatan 
b. Pidana dengan syarat: 
1) Pembinaan di luar lembaga; 
2) Pelayanan masyarakat; atau 
3) Pengawasan 
c. Pelatihan kerja; 
d. Pembinaan dalam lembaga; dan 
e. Penjara 
(2)  Pidana tambahan terdiri atas: 
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak 
pidana; atau 
b. Pemenuhan kewajiban adat. 
(3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif 
berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan 
pelatihan kerja. 
(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar 
harkat dan martabat Anak. 
82 
 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara 
pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
 Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana 
terhadap anak maka harus dipertimbangkan pula hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan; 
Hal-hal yang memberatkan:  
 Perbuatan Anak merugikan korban; 
 Barang yang telah di ambil Anak sampai saat ini 
belum ditemukan; 
 Anak pernah di hukum dengan Penetapan Hakim 
di kembalikan kepada Orang Tua; 
Hal-hal yang meringankan: 
 Anak mengakui perbuatannya; 
Menimbang, bahwa pidana yang diambil adalah 
sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Anak, 
bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan 
perbuatan Anak, sehingga pada gilirannya Anak 
diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat asas 
akan hukum, oleh karena itu dalam hal ini Hakim tidak 
hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun 
masyarakat, tetapi juga apakah tindakan tersebut juga 
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memberikan rasa keadilan bagi Anak, maka Hakim 
berpendapat bahwa diantara tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum dan pendapat dari saran-saran dari Petugas 
Bapas Makassar yang tertuang dalam hasil Litmasnya 
sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian 
Kemasyarakatan Untuk Bahan Pertimbangan Dalam 
Menyelesaikan Perkara Pidana Anak atas nama Anak A. 
ROESTAN BARQAH PUTRA YUDISTIRA Als. JEY, 
maka Pendapat dari saran-saran dari Petugas Bapas 
Makassar yang dalam kesimpulan dan sarannya pada 
pokoknya berpendapat bahwa anak sebaiknya 
diserahkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA) untuk dididik, dibina dan diberi keterampilan 
sehingga nantinya dapar berperilaku baik dan berfikir 
positif dibawah pengawasan Balai Pemasyarakatan 
Makassar dengan pertimbangan Anak masih sekolah, 
Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak 
akan mengulangi perbuatannya itu adalahnjadi lebih baik 
lebih bermafaat bagi anak; 
Menimbang, bahwa adapun uraian tuntutan 
Penuntut Umum mengenai besarnya biaya perkara, oleh 
karena sesuai dengan hukum kiranya dapat diterima; 
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Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 
KUHP, UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Anak dan Peraturan lain, terutama UU nomor 8 Tahun 
1981 tentang KUHP. 
2. Analisis Penulis 
Menurut penulis keputusan majelis Hakim sudah sesuai 
setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Putusan hakim 
merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diberi 
kewenangan untuk memutuskan penjatuhan pidana jika perbuatan 
pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam 
upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim 
harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan 
terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Adapun 
pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan 
terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat 
melakukan perbuatan serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak 
pidana yang dilakukan terdakwa. Berkaitan dengan perkara yang 
penulis bahas, maka penulis melakukan wawancara dengan salah 
satu hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang menangani 
perkara ini, yaitu Hakim Widiarso, S.H., M.H. untuk mengetahui apa 
yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus 
dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Beliau memberikan 
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gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis angkat dan 
menyatakan bahwa: 
Dalam memutus sebuah perkara, seorang hakim harus 
mempertimbangkan berbagai hal, yang diantaranya yaitu surat 
dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi 
dan keterangan terdakwa serta hal-hal yang dianggap perlu 
untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Semua hal 
tersebut membutuhkan perhatian agar dapat menggali fakta-
fakta sehingga hakim dapat memperoleh sebuah keputusan 
yang mendekati rasa keadilan agar semua pihak yang terkait 
merasa puas dengan keputusan yang dibuat oleh hakim.  
Hakim dalam kasus ini memberikan putusan yang lebih 
ringan dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 
Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Anak A. 
Roestan Barqah Putra Yudistira dengan dipidana penjara 
selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong masa 
tahanan dan dengan perinta Anak tetap ditahan, sedangkan 
putusan Hakim Widiarso, SH., MH. Adalah menjatuhkan tindak 
pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun 3 (tiga) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA) kabupaten maros untuk dididik, dibina dan diberi 
keterampilan sehingga nantinya dapat berperilaku baik dan 
berfikir positif. Berdasarkan analisa penulis serta wawancara 
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dari sumber yang berkompeten dalam kasus ini, maka penulis 
berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
pidana berupa tindakan terhadap para terdakwa, sudah tepat. 
Karena putusan tersebut dapat menjadikan perbaikan dalam hal 
ini perbaikan diri bagi para terdakwa yang tergolong masih Anak 
(Antara 12 Tahun dengan 18 Tahun). Mengingat anak 
merupakan aset kehidupan berbangsa dan bernegara maka 
masih memerlukan bimbingan dan pendidikan serta 
kemampuan kerja demi menunjang kehidupannya kelak. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan 
sebagai berikut:  
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana 
pencurian disertai kekerasan secara bersama-sama yang 
menyatakan bahwa Terdakwa A. Roestan Barqah Putra Yudistira 
Als Jey terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana pencurian disertai kekersan secara bersama-sama 
sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 
ayat 2 ke-1, ke-2 KUHP. Hal ini sesuai dengan dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum dan telah didasarkan fakta-fakta di persidangan. 
Serta terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga 
dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.  
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa A. Roestan Barqah Putra Yudistira Als Jey dalam kasus 
pencurian disertai kekerasan oleh anak secara bersama-sama 
sudah tepat. Karena putusan tersebut dapat menjadikan perbaikan 
dalam hal ini perbaikan diri bagi para terdakwa yang tergolong 
masih Anak (Antara 12 Tahun dengan 18 Tahun). Mengingat anak 
merupakan asset kehidupan berbangsa dan bernegara maka masih 
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memerlukan bimbingan dan pendidikan serta kemampuan kerja 
demi menunjang kehidupannya kelak.  
 
B. Saran  
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  
1. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik pencurian dalam 
hal ini anak sebagai pelaku, hakim harus mampu memberikan efek 
yang dapat menimbulkan perbaikan diri terhadap diri anak tersebut. 
Dan juga dapat memberikan efek bagi terdakwa dalam hal ini anak 
agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Serta mampu 
memberikan efek pencegahan bagi masyarakat lain agar takut 
untuk melakukan tindak pidana pencurian.  
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya tidak hanya 
berorientasi kepada pelaku tindak pidana melainkan juga perlu 
difikirkan sejauh mana dampak perbuatan pelaku tersebut buat 
para korban  
3. Peranan orang tua harus ditingkatkan, guna membangun moral 
anak agar tidak melakukan perbuatan yang tergolong melanggar 
nilai-nilai kemanusiaan. Dan juga peran serta pemerintah dalam hal 
ini bidang pendidikan agar mampu mencegah atau menghilangkan 
fikiran anak untuk berbuat anarkis/onar yang dapat mengganggu 
ketertiban masyarakat. 
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